
BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMAT\ITAN BARAT

PERATURAN BUPATI   SANGGAU

NOMOR 77 TAIIUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAIIAAN BARANG MILIK DAERAII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Men8in8at

BUPATI  SANGGAU,

:   a.   bahwa agar barang milik daerah  dapat digunakan  dan
dinanfaatkan   secara  optimal,   perlu   dilakukan   tertib
penatausahaan barang milik daerah;

b.   bahwa   gLma  efelrifnya   penatausahaan   barang   milik
daerah, maka diperlukan suatu pedoman telmis tentang
penatausahaan barang milik daerah;

c.   bahwa      berdasarkan      pertimbangan       sebagaimana
dimaksud dalam humf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan       Bupa.ti       tentang       Pedoman       Telmis
Penatausahaan Barang Milik Daerah;

:   1.   Undang-Undang    Nomor    27    Tahun     1959     tentang
Penetapan   Undang-Undang   Darurat  Nomor   3   Tahun
1953    tentang    Pembentukan    Daerah    Tingkat    11    di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953   Nomor   9),   sebagai   Undang-Undang   (Ifmbaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1959   Nomor   72,
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2.  Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
.Pemerintahan    Daerah    (Lequbarari    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)   sebagaimana
felah  beberapa  kali  diubah,  teralchir  dengan  Undang-
Undang  Nomor   11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Keria
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020
Nomor   245,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6573);

3.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan   Barang   Milik   Negara/Daerah   (Leinbaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533)   sebagalmana.  telah  diubah     dengan   Peraturan
Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor  142, Talnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



Menetapkan

4.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6322);

5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  19 Tahun 2016
tentang   Pedoman   Pengelolaan   Barang   Milik   Daerah
(BeritaL  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor
547);

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang   Penggolongan   Barang   Milik   Daerah    (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

7.  Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor  16 Tahun
2017     tentang    Pengelolaan     Barang    Milik    Daerah
(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Sanggau  Tahun   2017
Nomor   16,   Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten
Sanggau Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

:   PERATURAN       BUPATI       TENTANG       PEDOMAN       TEKNIS
PENATAUSAIIAAN BARANG MILIK DAERAII.

BABI
KE'I`ENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adaJah Kabupaten sanggau.
2.     Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah  yang  memimpin   pelaksanaan   Lirusan   pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.

3.     Bupati adalah Bupa.ti sanggau.
4.     Pengelola  Barang  Milik  Daerah  yang  se]anjutnya  disebut  Penge]ola  Barang

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi
pengelolaan barang  nrilik daerah.

5.     Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat
daerah    dalam    penyelenggaraan    urusan    pemerintahan    yang    menjadi
kewenangan daerah.

6.     Pejabat   Pena.tausahaan   Barang     adalah   kepala   perangkat   daerah   yang
mempunyai  fungsi  pengelolaan  barang milik  daerah  selaku pejabat pengelola
keuangan daerah.

7.     Pengguna Barang  adalah  pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
nrilik daerah.

8.     Barang Milik Daerah  adalah  semua  barang   yang dibeli  atau  diperoleh  atas
beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan
lairmya yang sah.

9.     Kuasa   Pengguna   Barang   Milik   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Kuasa.
Pengguna Barang' adalah  kepala unit  ken.a  atau  pejabat yang  ditunjuk  oleh
pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

10.   Pejabat Penatausahaan  Pengguna Barang adalah  pejabat.''yang melaksanakan
flmgsi tata usaha barang milik daerah pada pengguna barang.



11.   Pengurus  Barang  Pengelola  adalah  pejabat  yang  diserahi  tugas  menerima,
menyimpan,  mengeluarkan,  dan  menata.usahakan  barang milik  daerah  pada
pejabat penatausahaan barang.

12.   Pengurus  Barang  Pengguna  adalah jabatan  fungsional  urmmi  yang  diserahi
tugas  menerima,  menyimpan,  mengeluarkan,  menatausahakan  barang  rhilik
daerah pada pengguna barang.

13.   Pengurus  Barang  Pembantu  adalah  petugas  yang  diserahi  tugas,  menerima,
menyimpan,  mengeluarkan,  menatausahakan dan mempertanggung jawabkan
barang mjlik daerah pada kuasa pengguna barang.

14.   Pengadaan adalah kegiatan urituk melakukan pemenuhan kebutuhan barang
milik daerah dan jasa.

15.   Penatausahaan    adalah    rangkalan    kegiatan    yang    meliputi    pembukuan,
inventarisasi,  dan  pelaporan  barang  milik  daerah  sesual  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

16.   Inventarisasi  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pendataan,  pencatatan,  dan
pelaporan hasil pendataan barang  milik daerah.

17.  Dolnmen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukei kepemilikan
atas barang milik daerah.

18.   Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang
miife daerah.

19.   Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah
yang digunahan oleh masing-masing pengguna barang.

20.   Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang mflik
daerah yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.

21.   Rekonsiliasi adalah proses pencocokan laporan nilai barang milik daerah antara
dua unit permoses atau lebih terhadap sumber data yang sama..

22.   Kartu  Inventaris  Barang yang  selanjutnya  disingkat KIB  adalah kartu untuk
mencatat barang-barang inventaris  secara tersendiri  atau  kumpulan/kolcktif
dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain
mengenai barang tersebut.

23.   Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu untuk
mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.

24.   Buku Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah
yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftarkan dalam
bufu inventaris.

25.   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang  selanjutnya  disingkat  PPKD  adalah
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

26.   Pejabat  Penatausahaan   Keuangan  yang  selanjutnya  disingkat  PPK  adalah
Kepala Sub Bagian Keuangan Perangkat Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman telmis Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi :
a.   pembukuan;
b.   Inventarisasi;
c.   Rekonsiliasi; dan
d.   pelaporan.

BAR 11
PEMBUKUAN

Pasal 3

(1)  Pengguna   Barang/Kuasa   Pengguna   Barang   melakukan   pendaftaran    dan
pencatatan  Barang  Milik  Daerah  ke  dalam  Daftar  Barang  Pengguna/Daftar
Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
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(2)  Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud
pada a.yat (1) dimuat dalam KIB dan KIR.

(3)  Pembukuan   Barang   Milik  Daerah   dilaksanakan   dengan   ketentuan   sebagai
berikut:
a.  Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu menginput data

Pengadaan Barang Milik Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan  belanja  daerah,  hibah/sumbangan  dan  hasil  perolehan  lainnya  yang
sesuai dengan peraturari perundang-undangan ke dalam RIB;

b.  Pengguna Barang melaksanakan proses  pembulnian atas  dokumen sumber
dalam rangka menghasilkan data transaksi Barang Milik Daerah dan laporan
Barang Milik Daerah yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah;

c.  Pengguna Barang bersama PPK melakukan Rekonsiliasi secara periodik; dan
d.  PPK menyanpaikan  dokumen  Pengadaan  termasuk fotokopi  surat perintah

membayar dan surat perintah pencairan dana kepada Pengguna Barang.
(4)  Dokumen  sumber  pembukuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf b

terdiri alas:
a.  saldo  awal,  buku  Daltar  Barang  Pengguna,  1aporan  Barang  Milik  Daerah

periode sebelumnya; dan
b.  dokumen  mutasi,  meliputi  perolehan,  perubahan  dan  penghapusan,  terdiri

a.tas:
1.  berita acara serah terima Barang Milik Daerah;
2.  Dokumen Kepemilihan Barang Milik Daerah; dari
3.  dokumen   Pengadaan   dan/atau   pemeliharaan   Barang   Milik   Daerah

meliputi:
a)  surat perintah membayar/ surat perintah pencalran dana;
b)  faktur pembefian;
c)  kultansi.,
d)  surat keterangan penyelesaian pembangunan;
e)  surat perintah kelja; dan
I)   surat peg.anjian/kontrak.

(5)  Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,  melaporkan basil pendaftaran  dan
pencatatan  Barang  Milik  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan
a.yat (2) kepada Pejabat Penatausahaan Barang.

(6)  Pejabat  Penatansahaan  Barang  melakukan  koordinasi  dalam  pencatatan  dan
pendaftaran  Barang  Milik  Daerah  sebagainana  dimaksud  pada  a.yat  (1)  dan
a.yat (2) ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 4

Barang  Milik  Daerah  yang  bersumber  dari  dana  non  anggaran  pendapatan  dan
belanja  daerah  dan  belum  terca.tat  sebagai  aset Pemerintah  Daerah,  dapat diakui
sebagal aset Pemerintah Daerah setelah ada penyerahan dari pemilik barang dengan
berita acara serah terima,

BAB Ill
INVENTARISASI

Pasal 5

(1)  Pengguna Barang melalui Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melakukan
lnventarisasi/sensus  Barang Milik Daerah paling  sedikit  1  (satu)  kali dalam  5
(lima) tahun.

(2)  Dalam  hal  Barang Milik Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I)  berupa
persediaan  dan  konstruksi  dalam  pengeq.aan,   Inventarisasi  dilakukan  oleh
Pengguna Barang melalui Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang setiap tahun.



(3)  Pengguna     Barang     menyampaikan     laporan     hasil     Inventarisasi/sensus
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  kepada  Pengelola  Barang
paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

(4)  Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun
dalam  Buku  Inventaris  yang  menunjukkan   semua  kekayaan  Daerah  yang
bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidalf bergerak.

(5)  Buku Inventaris  sebagaimana dimaksud pada a.yat (4)  memuat data sekurang-
kurangnya  meliputi  lokasi,  jenis/merek  tipe,  jumlah,  ukuran,  harga,  tahun
pembelian, asal barang, dan keadaan barang.

Pasal 6

Pengelola       Barang       melalui       Pengurus       Barang       Pengelola       melakukan
Inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
berada dalaln penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Inventarisasi Barang Milik Daerah meliputi:
a.  barang yang dibeli atau diperoleh dari beban anggaran pendapa.tan dan belanja

daerah; dan
b.  barang yang berasal dari perolehan lainn:ya yang sah yakni:

1. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perianjian/kontrak;
3. barang   yang    diperoleh    berdasarkan    ketentuan    peraturan    perundang-

undangan;
4.barang   yang    diperoleh    berdasarkan    putusan    pengadilan    yang    telah

memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
5. barang  yang  diperoleh  kembali  dari  hasil  divestasi  atas  penyertaan  modal

Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)  Pelaksanaan Inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yahai:
a.   pelaksanan pencatatan; dan
b.   pelaksanaan pelaporan.

(2)  Pelaksanaan   pencatatan   sebagainana   dimcksud   pada   ayat   (1)   huruf   a,
mempergunakan buku dan kartu sebagai berikut:
a.  KIB, yang terdiri dari:

1.  RIB tanah (RIB A);
2.  RIB peralatan dan Inesin (KIB 8);
3.  RIB gedung dan bangunan (KIB C);
4.  KIB jalan, irigasi danjaringan (KIB D);
5.  RIB aset tetap lainnya (KIB E);
6.  RIB konstruksi dalam pengerjaan (RIB F);

b.  RIR; dan
c.  Buku Inventaris.

(3)  Pelaksanaan   pelaporan    sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (i)    huruf   b
dipergunakan daftar yaitu:
a.  Buku Inventaris dan rekapitulasi Buku Inventaris; dan
b.  daftar mutasi barang dan rekap daftar mutasi barang.



Pasal 9

(1)  Pengguna  Barang  melakukan  Inventarisasi  barang yang  dicatat  di  dalam  KIB
tanah (KIB A), KIB peralatan dan mesin (KIB 8), KIB gedung dan bangunan (KIB
C),  KIB jalan,  irigasi  dan jaringan  (KIB  D),  KIB  aset tetap lainnya  (KIB  E),  KIB
konstruksi  dalam  pengeriaan  {RIB  F)  dan  FIR  secara  kolektif  atau  secara
tersendiri setia.p jenis barang dalam rangkap 2 (dua).

(2)  Berdasarkan  data  dari  KIB  dan  KIR  sebagaimana  dimaksud  pada  a.yat  (1),
Pengguna Barang menghimpun RIB dan FIR serta melakukan pencatatan dalam
Buku Inventaris dan membuat KIR pada masing-masing ruangan.

Pasal 10

( 1)  Pejabat Penatausahaan Barang dibantu Pengurus Barang Pengelola menghimpun
Buku Inventaris.

(2)  Rekapitulasi Buku Inventaris ditandatangani oleh Pengelola. Barang atau Pejabat
Penatausahaan Barang.

(3)  Buku Inventaris berlaku untuk 5 (lima) tahun, yang selanjutnya disusun kembali
dengan tata cara sebagaimana sensus Barang Mflik Daerah.

BAB IV
REKONSILIASI

Pasal 1 1

(1)  Pengguna    Barang/Kuasa    Pengguna    Barang    melalui    Pengurus    Barang
Pengguna/Pengurus  Barang  Pembantu  melalaikan  Rekonshiasi  data  Barang
Milik Daerah dengan Pengurus Barang Pengelola terhadap Barang Milik Daerah
setiap triwhan.

(2)  Data   Barang   Milik   Daerah   hasil   Rekonsiliasi    antara   Pengurus    Barang
Pengguna/Pengurus   Barang   Pembantu   dengan   Pengurus   Barang   Pengelola
dituangkan dalam berita acara dan diketahui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang dengan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, yang memuat:
a.  data kode lokasi unit Pengguna Barang;
b.  data  Bararig  Milik  Daerah  berupa  golongan  dan  kodefikasi  Barang  Milik

Daerah, serta nilai rupiah Barang Milik Daerah;
c.  data saldo awal Barang Milik Daerah;
d.  mutasi bertambah dan berkurang;
e.  penjelasan  atas  perbedaan  realisa.si  belanja modal yang menjadi aset tetap

dan yang tidak menjadi aset tetap;
f.   rekapitulasi laporan realisasi anggaran setiap Perangkat Daerah per golongan

barang; dan
9.  keterangan basil Rekonsiliasi.

(3)  Mutasi bertambah  sebagainana  dinaksud  pada ayat  (2)  huruf d  berasal  dari
belanja modal,  hibah,  sumbangan  pihak ketiga,  hasil  tukar menukar,  pindah
antar Perangkat Daerah,  pindah bidang  (rcklas),  dan barang perolehan  tahun
sebelumnya yang belum tercatat.

(4)  Mutasi  berkurang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf d  berasal  dari
penghapusan,  hibah,  pindah  bidang  (reklas),  dan  penyerahan  ke  Perangkat
Daerah lain.

(5)  Berita  Acara   Rekonsiliasi   Barang  Milik   Daerah   ditingkat   Pengelola  Barang
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   tercantum   dalam   Lampiran   I   yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 12

( 1)  Berdasarkan hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengurus
Barang  Pengelola  melakukan  Rekonsiliasi  data  Barang  Milik  Daerah  dengan
PPKD  dalam  rangka  menguji  kesesuaian  antara  nilai  aset  menurut  laporan
Barang Milik Daerah dengan nilai a.set di nera.ca untuk periode pela.poran yang
Sama.

(2)  Ifaporan   yang   digunakan   untuk   proses    Rekonsiliasi   terdiri    dari    daftar
rckapitulasi laporan mutasi Barang Milik Daerah yang dinimpun oleh Pengelola
Barang          melalui          Pej abat          Penatausahaan          Barang,          daftar
penghapusan/hibah/tukar menukar, data pexpindahan barang antar Perangkat
Daerah, pindah bidang (remas) dan neraca Pemerintah Daerah.

(3)  Hasil Rekonshiasi sebagainana dimaksud pada ayat (1) dituan8han dalam berita
acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dengan PPKD yang memuat:
a.  kode lokasi, kode Barang Milik Daerah;
b.  kode akun neraca;
c.  rekapitulasi  mutasi  data  Barang  Milik  Da.erah  per  Perangkat  Daerah  dan

penjelasan;
d.  rekapitulasi mutasi bertambah Barang Milik Daerah dari belanja modal;
e.  rekapitulasi  realisasi  belanja modal  dan  penjelasan  per  Perangkat  Daerah

sesuai dengan laporan realisasi anggaran dirinci per Perangkat Daerah;
f.   reka.pitulasi penjelasan mutasi bertambah aset tetap;
9.  rekapitulasi penjelasan mutasi berkurang aset tetap;
h.  rekapitulasi penjelasan mutasi bertambah aset lainnya; dan/atau
i.   rcka.pitulasi penjelasan mutasi berkurang aset lainnya.

(4)  Wakfu pelaksanaan Rekonsiliasi sebagal berikut:
a.  antara   Pengurus   Barang   Pengguna/Pengurus   Barang   Pembantu   dengan

Pengurus Barang Pengelola dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
b.  antara Pengurus Barang Pengelola dengan PPKD dilaksanakan 1 (satu) tahun

sekali, paling lambat tanggal 3 1 LJanuari tahun berikutnya.
(5)  13erita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan  dan

Aset Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran 11 yang merupahan bagian tidak telpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
PELAPOEN

Pasal 13

(1)  Kuasa  Pengguna  Barang  menyalnpaikan  laporan  penggunaan   Barang   Milik
Daerah semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Pengguna Barang.

(2)  Pengguna  Barang  menyampaikan  laporan  penggunaan  Barang  Milik  Daerah
semesteran,  tahunan  dan  5  (lima)  tahunan  kepada  Bupati  melalul  Pengelola
Barang dan dihimpun oleh Pejabat Penatausahaan Barang balk jumlah maupun
nilai serta. dibuatkan rekapitulasinya.

(3)  Rekapitulasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  digunakan  sebagal bahan
penyusunan neraca daerah.

Pasal 14

(1)  Hasil sensus Barang Mflik Daerah dari masing-masing Pengguna. Barang/Kuasa
Pengguna Barang,  direkap  kedalam Kartu lnventaris  dan disampaikan kepada
Pengelola    Barang,    selanjutnya    Pejabat    Penatausahaan    Barang    merekap
inventaris tersebut menjadi Buku lnventaris.



(2)  Buku  Inventaris  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  saldo  awal
pada  daftar  mutasi barang tahun  berikutnya,  selanjutnya untuk tahun-tahun
berirfutnya  Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang  dan  Pengelola  Barang
hanya membuat daftar mutasi barang  (bertambah dan/atau berkurang)  dalam
rckapitulasi Barang Milik Daerah.

(3)  Mutasi barang bertambah dan/ atau berkurang pada masing-masing Perangkat
Daerah setiap semester, dicatat secara tertib pada:
a.  Iaporan mutasi barang; dan
b.  daftar mutasi barang.

(4)  La.poran  mutasi  barang  sebagaimana  dimaksud  ayat  (3)  huruf  a,  merupakan
pencatatan barang bertambah dan/ ata.u berkurang selama 6 (enam) bulan untuk
dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(5)  Laporan mutasi barang semester I dan semester 11 digabungkan menjadi daftar
mutasi  barang  selama  1   (satu)  tahun  dan  masing-masing  dibuatkan  daftar
rekapitulasi mutasi barang.

(6)  Daftar mutasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hunrf b dan ayat (5)
adalah selama 1 {satu) tah\m dan disimpan di Pejabat Penatausahaan Barang.

(7)  Laporan mutasi barang (mutasi bertambah dan/atau berkurang) memuat jenis,
merek, tipe, nilai barang dan lain sebagainya.

Pasal 15

Barang  Milik  Daerah  yang  merupakan  perolehan  lama  atau  ban  yang  tidak
digunakan langsung untuk menduhag tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah,
diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 16

Barang  Milik  Daerah  yang  dikelola  oleh  Perangakat  Daerah  yang  berasal  dari
anggaran   pendapatan   belanja   negara,   harus   dilaporkan   keberadaannya   oleh
Perangkat Daerah pada neraca barang berdasarkan berita acara serah terima.

Pasal 17

(1)  Administrasi laporan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang meliputi :
a.   kertas kelja mutasi barang;
b.   1aporan mutasi barang; dan
c.   rekapitulasi mutasi barang per perangkat daerah.

(2)  Administrasi laporan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang meliputi :
a.   daftar barang inventaris;
b.   rekapitulasi barang inventaris;
c.   daftar usulan barang yang akan dihapus; dan
d.   daftar Barang Milik Daerah yang digunausahakan.

(3)  Format administrasi laporan  Barang Milik Daerah  pada Pengguna Barang dan
Pengelola Barang sebagainana dimaksud pada ayat (1)  dan a.yat (2)  tercantum
dalam Lampiran Ill dan Lalnpiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 202 1.



Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI  SANGGAU,

Ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal  7  Desember 2020

SEKRETARIS   DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Ttd
KUKUH TRIYATMARA

BERITA DABRAH KABUPATBN SANGGAU TAHUN   2020 NOMOR 77

Pembina
NIP.19770315 200502 2 002



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR              :      77 TAHUN 2020
TENTANG           :      PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAII

FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAII DI TINGKAT PENGELOLA
BAENG

s'  E4 »ir  ,z

PEMERINTAII  KABUPATEN  SANGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAII

Jalan Jenderal Sudirman No.10l SANGGAU -78512
Website : www.bpkad.sanggau.go.id, Email : bpkad@sanggau.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAII
DI TINGKAT PENGELOIA BARANG

Nomor : 024-I

Pada hari ini                tanggal
yang bertanda tangan dibawah ini :

1.  Nana
NIP
Pan8kat/Col.
Jaba.tan

Selanjutnya disebut PHAK PERTAMA,

2.  Nana
NIP
Pan8kat / Gol.
Jaba.tan

/BPKAD-ASET/2020

bulan    tahun ' kami

Selanjutnya disebut PHAK REDUA.

PIIIAK   RESATU   dan   PIHAK   KEDUA   telah   melakukan   Rekonsiliasi   Belanja
Modal tall:`m 202Ei dengan Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Sangga.u dengan hasil
sebagai berikut :

1    REALISIASI ANGCIARAN :

LRA BM 13endahara Pengeluaran ..............................

Penanbahan Aset dari Belanja Modal .......................

Belanja Modal tidak menambah aset tetap ................

2   PENJEIASAN BM HDAK MENAMBAH ASET TETAP:

Pembelian barang pakai habis .................................

Dibawah Nflai Kapitalisasi / Ekstrakomtabel ...........

Lain-lain (djisi kalau ada )  ...................... „ ...............

JUMLAH

Rincian mengenai penambahan pencatatan aset terlampir.



Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA,
Kepala BPKAD selaku Pejabat

Penatausahaan Barang

Nana
NIP

Pembina
NIP.19770315 200502  2 002

PIHAK  PERTAMA,
Pengurus Barang Pengguna

Nama
NIP

BUPATI   SANGGAU,

Ttd

PAOLUS HADI



LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR              :      77 TAHUN 2020
TENTANG          :      PEDOMAN TEENIS PENATAUSAHAAN BAENG MILIK DAERAII

FORMAT   BERITA   ACARA   REKONSILIASI   BARANG   MILIK   DAERAII   BPKAD   SELAKU
PFUABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAII (PPKD)

s§    EV  »ir   ee

PEMERINTAII  KABUPATEN  SANGGAU
RADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAII

Jalan Jenderal Sudiman No.101 SANGGAU -78512
Website : www.bpkad.sanggau.go.id, Email : bpkad@sanggau.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG NILIK DAERAII
BPKAD SBLAKU PEJABAT PENGELOLA REUANGAN DAERAII

Nomor : 024/              /BPKAD-ASRT/20XX

Pada hari ini                tanggal
yang bertanda tangan dibavah ini

1.  Nana
rm
Pangka.t/Gol.
Jabatan

Selanjutnya disebut PEAK PERTAMA,

2.  Nana
NIP
Pan8kat / Gol.
Jabatan

Selanjutnya disebut PHAK REDUA.

bulan    tahun ' kami

HHAK  KESATU   dan   HHAK   REDUA   telah   melalndcan   Rekonsmasi  Belanja
Modal tahun 2OrK pada BPKAD Kabupaten Sanggau dengan basil sebagai berikut :

1.      JUMLAIIASETTETAP :
Nereca Awal tahun 20X
Bertambah
Berkurang

Neraca alchir tahun 20X

2.      PENYUSUTAN ASET:
Penyusutan Neraca awal
Koreksi Penyusutan Neraca Awal
Reldas Masuk
ReHas Keluar
Beban penyusutan 20X

Jumlch pen:yusutan s.d. tahun
20X

Rp

Rincian penjelasan atas mutasi aset tahun 20X sebagaimana terlampir.



Demikian 13erita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagainana mestinya

PIHAK KEDUA,
Kepala Bidang Akuntansi dan

Pelaporan

Nana
NIP

Pembina
NIP.19770315 200502 2 002

PIHAK PERTAMA,
Kepala Bidang Aset selaku Pengurus Barang

Pengelola

Nama
NIP

BUPATI   SANGGAU,

Ttd

PAOLUS HADI



LAMPIRAN D PER^TURAN BuPATI S^NGOAU
NOMOR                : 77 TAHUN 2020
TENTANa            :   pEDOM^N TEKNls pENATAusAHAAN BARANQ MiLiK DAERAIi

JL roRuAT lcBRrA9 fcERJA IIurABz ELaRAZTo

SKPD
Bldanf! Pc"creint8han
Kcpcnuha

z>cbtBRmtAEI KABuf.AT8» aniaaAtr
fcRTA8 zBR4A HUTAsi nAEi^HO

Pariodo 1 J.au.ri 20" ..opal de8(.A OL de.etut®r 2o"

n®. t'rtlon K,duJ, pr, i•daul20R Z] I: R T A u a A 11 JaBddrBerf-bth BZB R K V R J\ „a denduB I.I OiO.ioa]ti®r20n
holaq'. Boldy. B®]dy, I..nutLhu utltttl ft,uu ut,,ul bod.prm I-oat,blo Htltul Refu uutul Jtlnlch
HodL' po(.i,Ll Bu-8&Jut BuhiPC8(.dLILB BxpD -t Alet I,rfu-lut BKPD a-8 Aaet ]aln.Ida a.I-I

i 2 3 4 5 6 7 8 9
10(4+5us+7+8ro)

11 12 13 14 16 16

17(11+12+13+14+15+16)

|e

TAnAHTANAHpER^I.ATAV z]AIt iicaniALArBBSARAIATANoKurAN^lAr8ENOKELDAwAiAT uKUFiALATpEFmANtAN^iATiIArrroRDANRuhIAi+TiANao^AIATST`/Dio,KOMtJNurAslI)ANpEMAiican^ii`TKEDOKTERANDANicESBH^T^z\r^i^TLABORAroRIUMAIATrERSENIATAANKOMFurE:RAIATeKspii]RAs[ALATRENOEBORAN^IATPRol)ursl,pENaolArIANDANPEMU-ALATBAnrruEKspLORAsl^iATrcESBLunTAdKERIAAIATPERAO^PERAIArANPRosEs/ITOD`JKslFLAunu.funuPERAIATAN0lAIIR^O^at!Dt}waD^iiI)^nounAfiBANOUNANaBDUNOMONtunBANOUNANMENAR^rtyourinKKONmoL/pAsrH4^L^H,.ARma^fipAnmzaAalJAl^NDANJEMBATANBAVotJNANAIR]NSTAIASIJARINOAN





Sub-gut) utt
Sub Uhit
SKPD
Bidang Pczncneintahan
Kcpcarim

\  pEHERniTAII fcAE)urATev BANQOAu
LApoRAN MUTAsl B^RA)ia

N®, Noznor 8PESIFIREl BAENG Baha Jul/CanPcrolaliaaElf-g Tchun Elcll/Porol®hoD u-Barmg/Kozitruhi'P.8.I,' BDtuan Ko¢daanBOJRA8P/in/RE) unLAH ^" hquASI / PBRt- JUHLAH rmlR Eur.
Rode I)arang ROEhior N-lJ®ttoBBJ"g "onkl1'tp. IVo.skatiTht»o.PabrmNo.Cha.toNo.uerfu Bang Hagiv BEE-a BERTAddEN Earang Hargaa-8 Hargiv B8rang Hugo,

MENOEITAIIUI  :

KEPAIA .... „ .. .(Nana Pcrangkat Da¢rch)

(Nana )
.........(Panghat/Gofongan)

NIP

Sanggau„......
PENQURUS BARANO

( dJEm& )

...„..(Punghat/Golongan)
NIP



\
\

1

C. roEunT REKAI.ITULAsl nn7TASI BARANG PER PERANGKAT I}AERAII
pEmERINTAII KABupATEN sANGGAu

REKAPITULASI MUTASI BARANG PER PERANGKAT I)AERAII
Periode 1 Januari 20RE 8ampal dengan 31 deseml]er 20RE

PERANGKAT DAERAII      :
Bidang pemereintahan    :

No, Gal RodeBaran8 Uralan

saldo Awal (  1 mutaBl perubahan ( 1 .an`iari 20xx 8.d saldo emir (31

Keterangan

•8nund 2oRE) 31 De8eml)er 20zex) December 20RE)

JuulahBarons Juulahharga bortanbch berfurang JunlchBarmg JunllchHar8a
Ju-Barang JunhhHar8a JuulahBaran8 JumlahHar8a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12'00 13

TANAHTANAHPERALATArr DAp mESINALATBBSARALATANGRTENALATBBNGKBLI)ANALA:T UKURAIATPERTANLINALATKANTORDANRUMAIITANGGAALATSTUDIO,KOMUNIKASIDANPEMANCARALATKBDolrrERANDANKESEHATANALATLABORATORIUMALATPERSENJATAANKOMPUTERALATEKSPLORASIALATPENGEBORANALATPRODUKSI,PENGOLAIIANDANPEM-ALATBANTUBKSPLORASIALATKBSBIAMArANKERIAAIATPERAGAPERALATANPROSES/PRODUKSI



RAMBu - FunBU
PERAI,ATAN 0LAH RAGA

GEI>uNG DAN BANGuriAN
BANGUNAN GEDUNG
MONUMEN
BANGUNAN MENARA
TUGU TITIK KONTROL/FASTI

JAI.AN, JARINGAN I)AN IRIGASI
JALAN DAN JEMBATAN
BANGUNAN AIR
INSTAIASI
JARINGAN

ASRT TETAp LAmTyA
BAHAN PERPUSTAKAAN
BARANG BERCORAK
KESENIAN/KBBUDAYAAN/OLAHRAGA

HBWAN
BIOTA PEENRAN
TANAMAN
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA
ASFyr TRTAp DAIAM RENovAsl

JumAEI ABET TETAp

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
KONSTRUKSI DALAM PENGERIAAN

AKumuLAsl pENyusuTAN
AKUMULASI PBNYUSUTAN PERALATAN DAN
MESIN

AKUMULASI PBNYUSUTAN GEDUNG DAN
BIINGUNAV

AKUMULASI PENYUSUTAN JAIAN, JARINGAN
DAN IRIGASI

AKUMULAsl pBNyusuTAN ASEr TBTAp
LAINNYA



ASFT I,]ENNYA
KEMITRAAN  DENCIAN PIHAK KETIGA

ASET TIDAK BERWUJUD
ASET LAIN-IAIN
AKUMULASI AMORTISASI ASFT TIDAK
BERWUJUD

AKUMULASI  PENIUSUTAN ASRT LAINNYA

•UMLAH ASET

MBNGETAHUI  :
KBPALA  .......,. (Nana Perangkat Daerah)

(Nana )
......(Pangkat/Golongan)

NIP

Pembina
NIP.19770315  200502 2  002

San88au,....
PENGURUS  BARANG

( nana )
......(Pangkat/Golongan)

NIP

BUPATI  SANGGAU,

Ttd

PAOLUS  HADI



LAMPIRAN IV PBRATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR               : 77 TAHUN 2020
TBNTANG            :   PBDOMAN TBKNls PBNATAUSAIIAAN BARANG MILIK DAERArl

A. FORIIAT BARE)To mvEriTARI8

Sub-Sub uult
Sub Unit
Perangha I)aerah
Bidang Pemereintahan
Kepemimn

pEUEE`niTAH EABUPATEn aArraaAo
mRANG INVENmRI8

No,

Nodlo, 8PE8-81 BAENa

Balm
A.al/-Patolebaa Tahiin Boll/

U-BactrmgI
Sf,turn

Kef`daanBa-ng

•J-
B®t®ranganRode Eaean8 ReBlltor Nana/Uoul. rd:cods| No.8®rtmht

EltLrLn€ Nllal nlhi Nil
Bamg Tlpc No,Pabrill: No.Chael8No'me,LIL BDran8 Porolohap Hontmkallp'S.D) (a/in/RE) Porolehan P®nyunutan

alBufu

MBNGprAVul :
KEPAIA ....... „(Name perangkat Daemh)

quana )
•.......(Pangivat/Oolongan)

NIP

San88au'.......'.'.........`......

PENGURUS BARANG

( nana )
...„..„...(Panghat/Ctolongan)

NIP



a. FOEunT REKApiTul,Asl BARANa INVBNTARls

pEimRnTTAH zueupATEN sANaGAu
REKAPITUI,ASI BARANG INVENTARI8

sAnmAI I)ENGA)I TAHUN 2oH

Sub-Sub unit
Sub Unit
PeranBhat Daerch
BidanF! Pemereintahan
Kepemjm

No,Umt Golongan
RodeBldangBaran8

Name Bldang Barang JuchhBarang JunthhHar8a'Rp.' Kcterangan

1 02 03 4 5 6 7

TAVAH
TAVAH

I.ERAI,ATAN DAN nmsIN
ALAT BESAR
ALAT AVGKUTAN
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
ALAT PERTANIAN
ALAT KANTOR DAN RUMAII TANGGA
AIAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR

ALAT KEDORTERAN I)AN RESEHATAN
ALAT LABORATORIUM
ALAT PERSENJATAAN
KOMPUTER
ALAT EKspLORAsr
ALAT PENGEBORAN
AIAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN
PBMURNIAN

AIAT BANTU EKSPLORASI
ALAT KESELAMA:TAN KEEUA
ALAT PERAGA
PERAIATAN PROSES/PRODUKSI



RAREU - RAREU
PERAIATAN OIAII RAGA

GEI)TING DA)I BANGu)TAN
BANGUNAN GEDUNG
MONUMEN
BANGUNAN MENARA
TUGU TITIK KONTROL/PASTI

JALA», JARINGAN DA)I IRIGASI
JALAN DAN JEMBATAN
BANGUNAN AIR
INSTAIASI
JAENGAN

ASRT TETAp I,AnrN¥A
BAHAN PERPUSTAKAAN
BARANG BBRCORAIC
KESBNIAN/REBUDAYAAN/OLAHRAGA

IIBWAN
BIOTA PBRA~
TANAJVIEN
13ARANG KOI,EKSI NON BUDAYA
ASBT TBTAP DAIAM RENOVASI

oumAII ASRT TBTAp

KONSTRUKsl DALAM PENGERIAA)I
KONSTRUKSI DAIAM PENGBRJAAN

AKt)mt)LAsl pENTtrsuTAN
AKUMULASI PENYUSUTAN PBRAIATAN DAN
MESIN

AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN
BANGUNAN

AKUMUIASI PBNYUSUTAN JAIAN, JARINGAN
DAN ]RIGASI

AKUMUIASI PBNYUSUTAN ASET TEITAP
LA]NNYA

ASRT LA-A
KBMITRAAN DENGAN plHAK ica'ncIA
ASET TIDAK BERuruun)



ASRT LAIN-LAIN
AKUMulAsl AMORTlsASI ASE'r TIDAK
BBRmujuD
AKUMULASI PENYUSUTAN ASBT IAII`INYA

uumAH ASRT

MENGETAIUI :
KBPAI.A.......„(NamaperangkatDaerah)

(Nana )
.„...„....(Pangkat/Golongan)

rm

San88au,.......'..................

PENGURUS BARANG

( nana )
•...........Pengkat/Golongan)

NIP



a, FORlitAT I]AFrAR UBuiAN BARANo ziDH I)AERAEI TA)iG AEAN IimApu8
pEz\mRnlrAH EABupATEN siINcoAu

I]AmAR usurAN BAENo mtK nAERAEI YANG AEAar DmptrB

Sub-Sub unit
Sub Unit
Peranghat Daerch
Bidang Pemereintchan
Provin8i

No, Ivalna Berong I(ode Barm€ No.frode Lam H®relE / "1,. nonotpollal tchun 1]ell/poDbuntan hugoL|iorolohan nllal       .penquutaa in brfu kondl4l kate-gan
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12

MENGETAHUI :
KEPALA ....,.... OJama peranghat Daerah)

O,aJna )
•...........Parigkat/Oolongari)

NIP

Sanggau„.........."...
PENGURUS BARANG

( nana )
•.......Q'angket/Gotol]gan)

NIP



I). poRmAT DAF`TAR BARANG MII,in I)AERAII YANG I>IGUNAuaAIIAXA«
pEnmRINTAH EIABupATEN sANonu

DAFTAR  BAENo Hn,n[ I]AERAH yAiro DIGurAusAHAXAoi

Sub-sub umt
Sub Unit
Perangkat Daerah
Bidang Pemereintahan
Provin8i

No. Nomor Kode lohasl Nomor node Nomor Nema Doha®n And,und Tchun Ron8trum K®ndaao Lun Nllai 8IK mH Jan8ha Jhiat K.t.
Ba-8 Re8l.tor J®nin Biuun8l  N®. Barang Pemb®llem/P a-8 in BaJrm8 Waktu plhal{8-8 8ectlnht/Ho.Surat •agadaan (a, FR.IU) KerjaJqma Kct'ga

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

MENGETAHU[  :
KBPAIA  ........ (Nana  Pcrangkat  Daerch)

(Nana )
.......(Pangkat/Golongan)

NIP

NIP.19770315 200502  2  002

San88au........

PBNGURUS  BARANG

( name )
...„„(Pangkat/Golongan)

NIP

BUPATI SANGGAU,

Ttd

PAOLUS HADI


